LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 49 TAHUN 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 06 TAHUN 2002

TENTANG
PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR

Menimbang :a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan pembangunan di
Kabupaten Cianjur, meningkat pula kebutuhan masyarakat terhadap air
sebagal salah satu sumber kehidupan;

b. bahwa dalam upaya memelihara dan melestarikan sumber daya alam
terutama ar dan lingkungan hidup, diperlukan adanya pengelolaan air
bawah tanah sehingga keberadaan sumber air bawah tanah dapat
dipertahankan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan yang
berke anjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana dimaksud daam huruf a dan b,
dipandang perlu segera menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Air Bawah Tanah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pemerintahan Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950
Nomor 43);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3046);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3209);

4.  Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pgjak Daerah den Retribus Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pgak Dagrah dan
Retribus Dagrah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tunbahan Lembaran NegaraNomor
3839);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Andiss Mengena
Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

8. Peraturan Pemerintah Nornor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemeintah dan Kewenangan Provind Sebaga Daerah Otonom (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952;

9. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972 tentang Pengaturan,
Pengurusan dan Penguasaan Uap Geothernal Sumber Air Bawah Tanah
dan Mata Air Panas;



10.
11.

12.
13.

14.

Menetapkan

K eputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Pengelolaan Kawasan Lindung;

Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan
Bogor-Puncak-Cianjur;

Peraturan Dagrah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang
Organisas Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara
Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

MEMUTUSKAN::

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
AIR BAWAH TANAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunya Batas degrah tertentu berwenang
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspiras masyarakat ddam ikaan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

b. Pemeintah Dagrah adadah Bupati beserta perangkat daerah otonom
sebagal badan eksekutif;

C. Bupati adalah Bupati Cianjur;

d. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten
Cianjur,;

€. Badan addah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara
atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma
kongs, koperasi, yayasan atau organisas yang sgenis, lembaga,
bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

f. Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan
batuan yang mengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk
mata ar yang muncul secara damiah di atas permukaan tanah, yang
sdanjutnya disebut ABT;

g. Surnber-sumber ar addah tempat atau wadah ar bak yang terdgpet di das
maupun di bawah pemukaan tanah;

h. Akuifer aau lapisan pembawa ar adaah lapisan batuan jenuh air di bawah
permukaan taneh yang dgpat menyimpan dan meneruskan ar ddam jumlah
cukup dan ekonomis;

I. Cekungan air bawah tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh
batas-batas hidrogeologi dimana berlangsung semua keadian
hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengdiran, peepasan ar
bawah tanah;

J. Fengelolaan air bawah tanah adalah pengelolaan dalarn arti luas
mencakup segala kegiatan inventarisasi, pengaturan pemanfaatan,
perijinan, pembinaan, pengenddian dan pengawasan sarta konsaves ar
bawah tanah;



bb.

CC.

Fengambilan ar bawah tanah addah setigp kegiatan pengambilan ar
bawvah tanah yang dilakukan dengan cara penggdian, pemboran aau
dengan cara membuat bangunan penurap untuk dimanfaatkan airnya
dan atau untuk tujuan lain;

Hak gunaar bawah tanah addah hak untuk rncrnperoleh, menggunakan dan
merndiharaar bawvah tanah untuk keperluan tertentu;

Eksploras ar bawah tanah addah penyelidikan air bawah tanah secararind
untuk menetgpkan |ebih tditi/ssksamatentang potend, seharan den karakterigtik
ar bawah tanah;

Inventarised air bawah tanah addah kegiatan pemetaan, penydidikan,
penditian, eksplorag, evauas, pengumpulan dan pengolahan daia ar bawah
tanah;

Konservaes ar bawah tanah addah pengdolaan ar bawah tanah untuk
menjamin  pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin
kesinambungan ketersediaannya, dengan tetap memelihara serta
mempertahankan mutunya;

Fendayagunaan ar bawah tanah addah pemanfaatan ar bawah tanah secara
optima dan berkd anjutan;

Rehabilitasi air bawah tanah adalah upaya untuk memulihkan,
memperbaki dan meningkatkan kondis lingkungan ar bawah tanah yang
sudah rawan thin kritis agar dapat berfungs kembali secaraoptimal;

Pembinaan adadah kegiatan yang mencekup pemberian pengarahan,
petunjuk, bimbingan, pelaihan dan penyuluhan ddam peaksanaan
pengelolaan ar bawah tanah;

Pengenddian addah kegiatan yang mencakup pengaturan, penditian dan
pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin
pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan
ketersediaan dan mutunya;

Fengawasan addah kegidan yang dilakuken untuk menjamin tegeknya
peraturan perundang-undangan di bidang pengd olaan ar bawah tanah;

Ketentuan teknis adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam
melakukan kegiatan di bidang air bawah tanah bak pada kegiatan
eksplorasi, pemboran/penurapan, pengambilan ABT maupun
pembuatan sumur pantau;

Sumur pantau adalah sumur yang dibuat dengan tujuan untuk
meresapkan air ke dalam tanah yang bentuknya dapat berupa sumur
gali, sumur bor dangkal, bangunan peresap air dengan konstruksi
tertentu;

Sumur injeks adalah sumur yang dibuat untuk memasukkan air ke
dalam tanah guna memulihkan kondis air bawah tanah pada lapisan
akuifer tertentu;

Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata
berdasarkan kebutuhan pemantauan air bawah tanah pada suatu
cekungan air bawah tanah;

Sumur bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan secara
mekanis atau manual;

ljin Pemboran Air Bawah Tanah adalah ijin meakukan pemboran air
bawah tanah, yang selanjutnya disebut IP,

ljin Pengambilan Air Bawah Tanah adalah ijin untuk pengambilan
dan atau pemanfaatan air, yang selanjutnya disebut IPA;

ljin Penurapan Mata Air adalah ijin penurapan mata air, yang
selanjutnya disebut 1PM;

ljin Eksplorasi Air Bawah Tanah adalah ijin untuk melakukan
penyelidikan air bawah tanah secara rinci guna menetapkan lebih
tentang potensi, sebaran dan karakteristik air bawah tanah, yang
selanjutnya disebut IE;



dd. ljin Pengambilan Mata Air adalah ijin untuk pengambilan dan atau
pemanfaatan air dari mataair, yang selanjutnya disebut IPMA;

ee. ljin Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah adalah ijin untuk usaha
pemboran air bawah tanah, yang selanjutnya disebut |PPAT;

ff. ljin Juru Bor adalah ijin untuk keahlian di bidang pemboran air
bawah tanah, yang selanjutnya disebut 1JB;

0g. Fajak adalah pajak atas pemanfaatan air bawah tanah yang harus
dibayar oleh setiap pengambil air bawah tanah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

hh. Ferusahaan Pemboran Air Bawah Tanah adalah badan usaha yang
mendapat ijin di bidang pemboran air bawah tanah;

Ii. Kawasan Imbuh adalah suatu daerah yang mempunyai kemampuan
tinggi meresapkan air ke lapisan pengandung air di bawah tanah,

J]. Kawasan lepasan adalah suatu daerah atau tempat air bawah tanah
muncul di alas permukaan tanah baik yang terjadi secara aamiah
ataupun rekayasa teknismelalui kegiatan pemboran.

BAB I
AZAS DAN LANDASAN
Pasal 2

(I Pengelolaan ABT berdasarkan azas fungs sosia dan ekonomi,
kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keseimbangan,
kelestarian, keadilan, kemandirian dan transparans serta akuntabilitas
publik.

(2) Teknis pengelolaan ABT berlandaskan satuan wilayah cekungan.
(3) Hak atas ABT adalah hak guna air.

BAB III
FERUNTUKAN PEMANFAATAN ABT
Pasal 3

(1) ABT dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dengan urutan
prioritas peruntukannya sebagai berikut :

1. Air minum;

2. Rumah tangga;

3. Peternakan dan pertanian sederhana;
4. Industri;

5. lrigasi;

6. Pertambangan dan energi;

7. Usaha. perkotaan;

8. Kepentingan lainnya.

(2) Prioritas peruntukan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasa ini ditentukan dengan memperhatikan kepentingan
umum dan kondis hidrogeologi.

BAB IV
PERIJINAN
Bagian Pertama
ljin dan Jenis|ljin
Pasal 4

(1) Setiap badan atau perorangan yang melakukan pemboran dan atau
pengambilan ABT serta eksplorass ABT untuk berbagai keperluan
hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Bupati.



(2) Pemboran dan atau pengambilan ABT yang tidak memerlukan ijin
adalah :

a.  keperluan air minum dan atau rumah tangga yang berasal dari
sumur gali dan sumur pasak dengan jumlah pengambilan kurang
dari 100 m’/bulan dan tidak dimanfaatkan untuk tujuan
komersial;

b. Penelitian/penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan;
C. Keperluan peribadatan;

d. Penanggulangan bahaya kebakaran.

(3) Pemboran dan atau pengambilan ABT untuk keperluan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Pasd ini terlebih dahulu harus dilaporkan
kepada Bupati.

Pasal 5
Jenisijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) terdiri dari :

a. ljin Perusahaan Pemboran ABT (IPPAT);
[jin Juru Bor (DB);

ljin Eksplorasi ABT (IE);

ljin Pemboran ABT (1P);

ljin Penurapan Mata Air (IPM);

[jin Pengambilan ABT (IPA);

[jin Pengambilan Mata Air (IPMA).

Pasal 6

(1) ljin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan oleh Bupati
berdasarkan kelengkapan persyaratan yang ditentukan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

@rpapo

(2) ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
dapat dipindahtangankan kecuali dengan ijin tertulis dari Bupati.

(3 ljin sebagamana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Bupati
setelah mendapat pertimbangan teknis dari dinas.

(4) Apabiladipandang perlu Bupati dapat meminta pertimbangan teknis
lainnyadari instans yang berwenang.

Bagian Kedua
Tata CaraMemperoleh Ijin
Pasal 7

(1) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
terlebih dahulu harus menggukan permohonan secara tertulis kepada
Bupati.

(2) Bupati dapat menerima atau menolak permohonan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) disertai alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan.

(8) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh ijin sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur Iebih lanjut olch Bupati.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku, Perpanjangan dan Daftar Ulang



@D
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Pasal 8

Masa berlaku ljin Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah (IPFAT)
dan ljin Juru Bor (1JB) sebagaimana dimaksud dalam Pasd 5 huruf a
dan b, diberikan sdama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sdama
memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Masa berlaku ljin Eksploras ABT (IF) sebagamana dimaksud ddam
Pasal 5 huruf ¢ diberikan untuk selama 1 (satu) tahun dan dapat
diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangkawaktu 6 (enam) bulan.

Masa berlaku ljin Pemboran ART (IP) dan ljin Penurgpan Mata Air
(IPM) sebagaimana dimaksud daam Pasd 5 huruf d dan e, diberikan
selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk
jangkawaktu 3 (tiga) bulan.

Masa berlaku ljin Pengambilan ABT (IPA) dan Ijin Pcngambilan
Mata Air (IPMA) sebagaimana dimaksud daam Pasa 5 huruf f
dan g, diberikan sdama 10 (sgpuluh) tahun dengan ketentuan wagib
daftar Wang setiap 2 (dua) tahun sekali dan dapat diperpanjang
selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Setiap permohonan daftar ulang dan perpanjangan ijin digjukan 3
(tiga) bulan sebelum jatuh tempo.

Persyaratan permohonan perpanjangan ijin dan daftar ulang diatur
lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat
Pencabutan Ijin

Pasal 9

(2) IPPAT dan 1B dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila

a.  Pemegang ijin tidak mengajukan permohonan perpanjangan
ijin;
b. Ijin dikembalikan oleh pemegang ijin;

C. Pemegang ijin tidak mematuhi ketentuan yang tercantum ddam
surat ijin.

(2) IP/1IPM dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila

a. Pemegang ijin tidak mengajukan permohonan perpanjangan;

b. Ijin dikembalikan oleh pemegang ijin;

C. Pcmegang ijin tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam
surat ijin;

d. Berdasarkan pertimbangan teknis bertentangan dengan

kepentingan umum dan menyebabkan terjadinya kerusakan
l[ingkungan;

€. Berdasarkan pertimbangan teknis menimbulkan dampak negatif
yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

(3) IPA/IPMA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila

a.  Pemegangijin tidak mengg ukan permohonan perpanjangan atau
tidak daftar ulang;

ljin dikembalikan oleh pemegang ijin;

C. Pemegang ijin tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam
surat ijin;



d. Berdasarkan pertimbangan teknis bertentangan dengan
kepentingan umum dan menyebabkan terjadinya kerusakan
l[ingkungan;

€ Berdasarkan pertimbangan teknis menimbulkan dampak negatif
yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

(4) |E dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:

a. Pemegang ijintidak mengg ukan permohonan perpanjangan;

b. 1jin dikembalikan oleh pemegang ijin;

C. Pemegang ijin tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam
surat ijin;

d. Berdasarkan pertimbangan teknis bertentangan dengan

kepentingan umum dan menyebabkan terjadinya kerusakan
lingkungan;

€. Berdasarkan pertimbangan teknis menimbulkan dampak negatif
yang tidak dapat diperkirakan sebeutnnya.

(5) Tata cara pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2),
(3) dan (4) diatur lebih lanjut oleh Bupati

Bagian Kdima
Hek denKewgiben Pamegang ljin
Paragraf 1
Hak Pemegang ljin

Pasd 10

(1) Pemegang IPPAT dan 3B berhek mdakukan usshadi bidang pambarandn
ekgdares ABT s=.4 ijinyangdibaiken

(2) Pamegag|Ebathek mdakukanekgdoras s ijinyang dibariken
(3) RamepgIPbahekmdaakenpamboanaaupangpdianses Hijinyang berlaku

(4)  PamegengIPAIPMA batek mdakukan pengenibilan ABT seaLd ijinyeng
dbaiken

Paragref 2
Kewgiban Pamegang ljin
Pesd 11

(D) Pamegang IPPAT den1 B bakengilben

a. Mdapakan kegaan usshenya ddam pambaran den kegidtan lain yang diijinken d
hiceng ABT selign6(anam) bulansskai kgpecBupdti;

b. Menggukan pennohonen papanjanganijinsdtigp 3 (tiga) tahun;
C. Meardauh kdatuenyangtacantumddanijindenkeetuenteknislannya
(2) Pamegang IF barkewgiben:
a. Mdagoorken hesl kegiaan eksploras kepedaBupeti;
b. Menghentikan  kegiaan  eksploras  seta mengusahakan

penanggulanganya gpebila daan pdaksaneen ekglorad  ditamuken
kgadankdanenyagdgeet mangpangoukdedaianABT denlinekungenhidup,

¢.  Majapdnbetanggungjanvebataskausskanlingungenyang ditimiouikan;
d. Mamauh keentuenyangtercantumddamijindanketentuentcknislainnya
(3) Pamegang IP1IPM bakewgiben:

a. Mdapakan reana pdeksneen pamboanjpeurgeen kgoeda Bupdn sdambat-
lambetrya 7 (tujuh) hari ssbdum pekejaen kondruks;

b.  Médagporkan kgadian-keadian yang menyimpang sdama pekajeankardinks



sarbatHarerya4 (e ph epe) jam stdeh kgadian itu beangsung den
sspFra menghentiken pekejaenpanboranatau panurgpan

Meyarpakanlgooan peeksanean pamiooran se3.8 keienuenyang berlaku;
Apdhla pekajean pamboranjpaurgeen bdum el den mesh aken dilanjuiken
ssengken mesa bateku IPIRVI suceh hebis: pamegeng jin ciepet menggiuken
Ipamerjangen kepeck Bupet;

Mematuhi ketentuan yang tercantum dalam ijin dan ketentuan
teknislainnya.

Pemegang IPA/IPMA berkewajiban

Melaporkan volume pengambilan air setiap bulan kepada
Bupati;

Memasang, memelihara dan mengamankan meter air;

Menyampaikan hasil rekaman AWLR bulanan kepada Bupati
gpabilamemiliki sumur pantau;

Memberikan sebagian air kepada masyarakat setempat apabila
memerlukannya berdasarkan kesepakatan;

Melakukan penghematan pemakaian air dan memelihara
kelestarian sumber-sumber air;

Mematuhi ketentuan yang tercantum dalam ijin dan ketentuan
teknislainnya;

Membayar pgak pengambilan dan pemanfaatan ART sesual
ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Setigp pemegang IP/IPM dart 1PA/IPMA sebagaimana dimaksud daam Pasd
5 huruf d, e, f dan g berkewgiban untuk membayar retribus sesual peraturan
yang berlaku.

Pasal 13

(1) Setigp kegiatan pengambilan ABT wdib dilengkapi dokumen Upaya
Pengdolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pernantauan Lingkungan
(UPL).

(2) Pengambilan ABT wajib dilengkapi dengan Anaisis Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL) apabila:

a  Pengambilan ABT dengan debit Iebih dari 50 liter/detik yang

b.

berasal dari 1 (satu) sumur;

Pengambilan ABT dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang
berasa dari 5 (lima) sumur dalam ared kurang dari 10 (sepuluh)
hektar.

BABV

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengendalian
dan pengavasan pengdolaan ABT bak yang bersfat
adminigraif, teknis maupun kemasyarakatan serta menjaga
kelangsungan pemenuhan kebutuhan air.



(2) Dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan
pengawasan ssbhagamana dimaksud ddam ayat (1) Pemerintah
Dagrah berwenang melakukan pemeriksaan, pengurnpulan
keterangan dan mengambil tindakan yang dipandang perlu.

(3) Tatacarapembinaan, pengendaian dan pengawasan ditetgpkan
lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI
KONSERVASI DAN REHABILITASI

Pasal 15

(1)Setiap badan atau perorangan yang melakukan pengambilan ABT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berkewajiban
mel aksanakan konservasi air bawah tanah.

(2) Pemegang IPA/1PMA baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-
sama wagjib menyediakan sumur pantau berikut kelengkapannya serta
membuat sumur resapan dan sumur injeksi untuk
membantu memulihkan sumber ABT berdasarkan ketentuan teknis
dan kajian hidrogeologi.

(3) Kewagiban pembuatan sumur pantau Setiap 5 (lima) buah sumur bor
pada suatu lokas yang dimiliki wajib dibuat 1 (satu) sumur pantau;
a.Pengambilan ABT dari 5 (lima) buah sumur bor oleh Iebih dari 1

(satu) perusashaan daam ared kurang dari atau dari 10 (sepuluh)
hektar wajib dibuat | (satu) sumur pantau secara bersama-sama;

b. Pengarnbilan ABT sama atau lebih dari 50 (lima puluh) liter/detik
yang berasal dari 1 (satu) sumur produksi wajib dibuat 1 (satu)
sumur pantau;

C. Pengambilan ABT sebesar 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih
yang berasd |ebih dari 1 (satu) sumur produks dalam ared kurang
dari 10 (sepuluh) hektar.

(4) Penetapan lokasi, jaringan dan konstruksi sumur pantau, sumur
resapan dan sumur injeks ditentukan oleh dinar bersama instans
berwenang.

(5) Pelaksanaan konservasi ABT ditetapkan Iebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI
LARANGAN PEMEGANG

Pasal 16
(1) Setiap orang atau badan dilarang

a. Merusak, melepas, menghilangkan, merubah, memindahkan
meter air/ aat pengukur debit dan atau merusak segel tera dan
segel pengesahan pemasangan meter air;

b. Mengambil atau menyadap air bawah tanah dari pipa
sebelum meter air;

C. Mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam ijin;

d. Menyembunyikan titik atau lokasi pengambilan air;



€. Melakukan pemboran, penurgpan dan aau pengambilan air
tanpaljin;

f. Memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air;

g. Memindahkan rencana letak titik pemboran atau penurapan;

h. Mengubah konstruksi pemboran/penurapan;

I. Tidak membayar pgak pengambilan ABT;

] . Tidak menyampaikan | aporan pengambilan air atau melgporkan tidak
sesual dengan kenyataan;

K. Tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;

| Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam ijin.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

(1) Setiap pemegang ijin yang melanggar salah satu ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 13,
Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanks
administras berupa:
a. Pencabutan ijin;
b. Penyegelan alat dan titik pengambilan air;
c. Penutupan sumur atau bangunan penurapan mata air.

(2)Tata cara penerapan sanks administrasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur Iebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX
SANKSI PIDANA
Pasal 18

(1) Barangsigpa melanggar sdlah satu ketentuan dimaksud delam Pasa 4
ayat (1) dan Pasd 16 diancam pidana kurungan paing lama 3 (tiga)
bulagh )atéll denda, sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta
rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
pelanggaran.

(3) Sdain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak
pidana kgahatan berupa pencurian dan. atau menyebabkan terjadinya
kerusakan lingkungan hidup dan atau pencernaran diancam pidana
sesua dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Denda sebagamanadimaksud. dalam Pasd 18 ayat (1) Peraturan Dagrah
ini merupakan pendapatan daerah.



BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 20

Penyidikan terhadgp peanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasa
18 ayat (2) dilaksanakan oleh penyidik umum dan atau Pejabat
Pegawa Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesua dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil
sebaga mana dimaksud dalam Pasa 20 berwenang:

a Menerimalaporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
tindak pidana;

Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal din tersangka;
d. Melakukan pemeriksaan dan atau penyitaan surat dan benda;
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f.  Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka
atau saks;

g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara;

h. Mengadakan penghentian penyidikan;

I. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan

(2)Penyidik Pegawa Negeri Sipil ddam melaksanakan tugasnya sebagai
penyidik berada di bawah koordinasi penyidik POLRI.

BAB XiI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ijin yang
dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan
Daerah ini ditetapkan tetap berlaku sampai berakhirnya ijin yang
bersangkutan.



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini

sepanjang mengenai pel aksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh
Bupati.

Pasal 24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur padatanggal
20 Juni 2002

BUPATI CIANJUR,
Cap/ttd.
WASIDI SWASTOMO

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Cianjur dengan Keputusan Nomor 172.2/4/DPRD tanggal 20 Juni 2002

Diundangkan diCianjur
Pada tanggal 4 Juli 2002
SEKRETARIS DAERAH,

Cap/ttd

SUBARNA
N1P.480061022







